
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.6, Oktober 2025

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN : 2828-5271 (online)

362

Pengaruh Pajak Progresif, Keadilan, Literasi, dan Kesadaran Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di

Kemayoran

Faturrahman1, Lia Ekowati2
Jurusan Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan, Politeknik Negeri Jakarta, Indonesia

E-mail : faturrahman.ak21@mhsw.pnj.ac.id

Article History:
Received: 08 Juni 2025
Revised: 01 September 2025
Accepted: 15 September 2025

Abstract: Pajak kendaraan bermotor merupakan
salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh
pemerintah provinsi, dengan dasar pengenaan
berupa Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif
pajak progresif, keadilan pajak, literasi perpajakan,
dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan
pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah
Kemayoran, Jakarta Pusat. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode
survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100
wajib pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di
wilayah tersebut. Teknik analisis data yang
digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, tarif
pajak progresif dan literasi perpajakan tidak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak. Sebaliknya, keadilan pajak dan kesadaran
pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap
kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan
bermotor. Secara simultan, keempat variabel
independen tersebut berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan
bermotor di wilayah Kemayoran.
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PENDAHULUAN
“Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam menopang keuangan negara yang

bersifat wajib dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung” (Syarifudin, 2021). Kontribusi
dari masyarakat, baik secara individu maupun badan usaha, dalam bentuk pajak, menjadi fondasi
utama pembangunan nasional. Di Indonesia, pajak telah menjadi sumber utama penerimaan
negara. “Pada tahun 2024, pendapatan negara mencapai Rp2.842,5 triliun, di mana Rp1.932,4
triliun atau sekitar 82,4% berasal dari penerimaan pajak” (Kementerian Keuangan RI, 2025). Hal
ini menunjukkan peran strategis pajak dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat.
Di antara berbagai jenis pajak, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber
penerimaan yang penting bagi pemerintah daerah.

Sepeda motor, sebagai sarana transportasi yang dominan digunakan oleh masyarakat,
memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan ini. Di DKI Jakarta, jumlah pemilik sepeda motor
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terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. “Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 18.229.176
unit sepeda motor, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya” (Korlantas Polri, 2025).

Tabel 1. Jumlah Pemilik Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta (2019 – 2023)

Sumber: Korlantas Polri, Data diolah, 2025
Kenaikan jumlah kendaraan ini seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan
pajak. Namun, “penerimaan pajak kendaraan bermotor justru mengalami penurunan sebesar
Rp4,9 miliar pada tahun yang sama” (Bapenda DKI Jakarta, 2025).
Tabel 2. Jumlah Penerimaan dari Pajak Kendaraan Sepeda Motor DKI Jakarta (2020 – 2023)

Sumber: Bapedda DKI Jakarta, Data diolah (2025)
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakan mereka.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem pajak progresif terhadap
kendaraan bermotor pribadi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.
Pajak progresif merupakan bentuk pajak yang dikenakan secara meningkat seiring dengan
bertambahnya jumlah kendaraan yang dimiliki oleh satu wajib pajak. Meskipun sistem ini
bertujuan untuk menegakkan asas keadilan dan mengurangi jumlah kendaraan di jalan raya,
dalam praktiknya tidak semua masyarakat memahami struktur tarif pajak ini. Perubahan
signifikan terhadap besaran tarif dalam regulasi terbaru juga menimbulkan potensi kebingungan
di kalangan wajib pajak.

Isu lainnya adalah terkait pemahaman masyarakat terhadap prinsip keadilan dalam
sistem perpajakan. Keadilan pajak, baik secara vertikal maupun horizontal, menjadi landasan
penting dalam penetapan tarif dan objek pajak. Namun, persepsi masyarakat terhadap keadilan ini
turut memengaruhi kepatuhan mereka. “Penerimaan terhadap keadilan pajak berkorelasi dengan
tingkat kepatuhan wajib pajak” (Suasa et al., 2021). Ketika masyarakat merasa bahwa sistem
pajak tidak adil, mereka cenderung untuk menghindari kewajiban pajaknya.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi mengenai faktor-faktor
yang memengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor. “Tarif pajak progresif tidak selalu
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” (Bhegawati et al., 2022; Widyantari et
al., 2023; Amalia & Aris, 2024), meskipun ada juga temuan yang menunjukkan pengaruh positif
seperti pada penelitian “Anawati dan Kurnianingsih (2024) di Yogyakarta.” Di sisi lain, “faktor
kesadaran pajak dan literasi pajak cenderung menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan”
(Eliza et al., 2023; Karim et al., 2021; Dhiwanggi & Herawati, 2022). Namun, “tidak semua
variabel berperilaku konsisten di berbagai wilayah; misalnya, di Tana Toraja, kesadaran tidak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak” (Mantirri et al., 2024), dan “pengetahuan
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individu juga ditemukan tidak berpengaruh di Kota Langsa” (Rizal et al., 2021).
“Faktor lain seperti sanksi pajak terbukti signifikan dalam beberapa penelitian” (Karim

et al., 2021; Rizal et al., 2021; Mantirri et al., 2024), meskipun dalam studi Latumahina et al.
(2023), “sanksi hanya berpengaruh positif namun tidak signifikan.” Sementara itu, “faktor moral
dan religiusitas juga mulai dilibatkan dalam analisis kepatuhan, sebagaimana ditunjukkan oleh
Faramedina dan Lestari (2025) yang menyimpulkan bahwa kewajiban moral, norma subjektif,
dan kompleksitas sistem perpajakan turut membentuk kepatuhan wajib pajak secara moral.”

Penelitian ini berfokus pada wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, yang merupakan salah
satu wilayah dengan tingkat populasi tinggi, yakni “285.873 jiwa” (Kemayoran, 2024), serta
tingkat kepemilikan kendaraan yang padat. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia,
“pada tahun 2023, hanya 426.937 dari 1.008.176 pemilik kendaraan bermotor di Jakarta Pusat
yang melunasi kewajiban pajaknya” (Kepolisian RI, 2025). Fakta ini menunjukkan tingkat
kepatuhan yang rendah, meskipun wilayah ini dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi DKI
Jakarta. Menariknya, “kepadatan penduduk berkorelasi positif dengan jumlah kendaraan
bermotor” (Sari et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana variabel-
variabel seperti penerapan tarif pajak progresif, keadilan pajak, literasi perpajakan, dan kesadaran
pajak memengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-
faktor yang memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah
Kemayoran, Jakarta Pusat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif,
dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan analisis menggunakan regresi linier
berganda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan
yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya
dalam konteks penerapan tarif pajak progresif di DKI Jakarta.

LANDASAN TEORI
Teori yang mendasari penelitian ini adalah Theory of Planned Behavior (TPB) yang

dikembangkan oleh Ajzen (1991). Teori ini menyatakan bahwa “perilaku seseorang dipengaruhi
oleh niat perilaku yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma
subjektif dan persepsi kontrol perilaku” (Ajzen, 1991, hlm. 188). Dalam konteks kepatuhan
pembayaran pajak kendaraan bermotor, ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan melalui variabel-
variabel seperti tarif pajak progresif, keadilan pajak, literasi perpajakan, dan kesadaran pajak.

Tarif pajak progresif berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal
persepsi kontrol perilaku. Tarif pajak progresif ditetapkan berdasarkan jumlah kepemilikan
kendaraan bermotor, Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan horizontal dan
mengendalikan jumlah kendaraan di jalan raya. Namun, tarif progresif yang terlalu tinggi dapat
menimbulkan persepsi beban yang berlebihan. Sebagaimana dinyatakan oleh Mulyadi (2021),
“tarif pajak progresif dapat menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan wajib pajak, antara
mereka yang merasa sistem ini adil dan mereka yang merasa terbebani” (hlm. 74).

Keadilan pajak merupakan faktor yang berkaitan erat dengan sikap terhadap perilaku
dalam TPB. Keadilan pajak tidak hanya menyangkut distribusi beban pajak yang adil, tetapi juga
persepsi wajib pajak terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak. Menurut
Bhegawati et al. (2022), “persepsi keadilan pajak akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh
karena merasa bahwa kewajiban yang dibayarkan digunakan dengan semestinya dan tidak
merugikan pihak tertentu” (hlm. 83). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizal et al. (2021),
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ditemukan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor.

Literasi perpajakan, sebagai bagian dari kontrol perilaku yang dipersepsikan,
menggambarkan sejauh mana wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakan. Individu
dengan literasi perpajakan yang tinggi cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih besar
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Widyantari et al. (2023), “literasi
perpajakan memberikan dasar pengetahuan bagi wajib pajak untuk memahami prosedur,
peraturan, dan manfaat dari membayar pajak” (hlm. 92). Pengetahuan yang memadai tentang
perpajakan dapat memperkuat persepsi kontrol perilaku, yang pada akhirnya mendorong
kepatuhan.

Kesadaran pajak berhubungan dengan norma subjektif dalam TPB. Kesadaran ini
mencerminkan dorongan internal maupun eksternal yang mendorong seseorang untuk
melaksanakan kewajiban perpajakan. Eliza et al. (2023) menyatakan bahwa “kesadaran pajak
mencakup kesadaran individu mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara, serta
tanggung jawab moral dalam membayar pajak” (hlm. 65). Penelitian oleh Latumahina et al.
(2023) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pajak yang tinggi berkorelasi dengan tingkat
kepatuhan yang lebih tinggi.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena
penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh antara variabel bebas yang terdiri dari
Penerapan Tarif Pajak Progresif, Keadilan Pajak, Literasi Perpajakan, dan Kesadaran Pajak
terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui
kuesioner yang dibagikan kepada responden, sementara data sekunder berasal dari jurnal, buku,
dan situs resmi yang relevan dengan penelitian.
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di
wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik non-probability
sampling menggunakan rumus Slovin karena jumlah pasti populasi tidak diketahui secara akurat.
Kriteria responden ditentukan sebagai individu yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu,
dan berdomisili di wilayah Kemayoran. Penelitian ini menetapkan sampel 100 Responden.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berbentuk Google Form.
Sebelum kuesioner dibagikan, dilakukan seleksi awal dengan pertanyaan saringan untuk
memastikan kesesuaian responden dengan kriteria sampel.
Definisi Operasional Variabel
Setiap variabel diukur dengan indikator spesifik menggunakan skala Likert 1–4. Rincian
indikator dapat dilihat pada Tabel Variabel Operasional.

Tabel 3. Tabel Variabel Operasional
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Variabel Dimensi Indikator Pengukuran
(X1)
Penerapan
Tarif Pajak
Progresif

Jumlah kepemilikan kendaraan
Menilai apakah penerapan tarif progresif
efektif mengendalikan jumlah kendaraan
Tarif progresif
Menggambarkan pemahaman dan persepsi
wajib pajak terhadap aturan tarif progresif
Kepatuhan terhadap pajak progresif
Menilai bahwa tarif pajak terbaru akan
menjadikannya taat dalam membayar
pajak

A. Responden mengetahui informasi terkait
tarif pajak progresif

B. Responden telah melihat tarif pajak
progresif yang baru (Perda No 1 Tahun
2024)

C. Responden telah mengetahui bahwa setiap
kali membeli motor kedua dan seterusnya
akan mendapatkan penambahan tarif pajak
untuk motor kedua dan seterusnya.

(X2)
Keadilan
Pajak

Keadilan Vertikal
Mengukur apakah wajib pajak melihat
sistem sebagai proporsional.
Keadilan Horizontal
Menguji apakah sistem dianggap
memperlakukan wajib pajak secara setara.
Perlakuan setara, umpan balik dan
Transparasi
Penilaian terhadap hasil dari pajak untuk
wilayahnya.

A. Perbedaan perlakuan berdasarkan
kemampuan ekonomi.

B. Perlakuan setara bagi yang punya kondisi
ekonomi serupa.

C. Wajib pajak merasakan bahwa, pajak yang
dibayarkan memiliki timbal balik ke daerah.

(X3)
Literasi
Perpajakan

Pengetahuan Perpajakan
Menilai pengetahuan dasar perpajakan
yang diperlukan untuk menilai kepatuhan
wajib pajak.
Aplikasi Perpajakan
Memastikan bahwa wajib pajak bisa
menerapkan pengetahuannya secara nyata,
Seperti membayar pajak.

A. Pembayar pajak mengetahui tarif pajak
kendaraan sepeda motor dan tata cara
pembayarannya.

B. Pembayar pajak mengikuti perkembangan
pajak, dapat dilihat dari perubahan peraturan
pajak daerah (Perda).

(X4)
Kesadaran
Pajak

Pengetahuan aturan dan fungsi pajak
Keinginan wajib pajak atas pentingnya
pajak untuk negara.
Kemauan menjalankan kewajiban
secara sukarela
Mengetahui akan konsekuesi hukum
ketika tidak membayar pajak.
Menyadari perubahan UU, memahami
kewajiban sebagai warga negara, dan
konsekuensi jika tidak bayar pajak.
Mengetahui bahwa wajib pajak
memahami UU pajak kendaraan bermotor,
taati kewajiban sebagai warga negara,
menghindari konsekuensi tak bayar pajak.

A. Wajib Pajak mengetahui peraturan terbaru
pajak

B. Sesuai dengan Teori TPB yaitu terkait Sikap
wajib pajak terhadap peraturan pajak,
Norma Subjetif yaitu tidak ingin di cap
sebagai orang yang tidak teratur pajak dan
Kontrol perilaku yaitu anggapan bahwa
pajak ini memang seharusnya saya bayarkan
sebagai warna negara

C. Menunjukkan apakah seseorang benar-benar
sadar atau hanya patuh karena takut.

(Y)
Kepatuhan
Pembayaran

Kepatuhan Formal
Menggambarkan aspek administratif
kepatuhan.

A. Membayar pajak kendaraan dan
memperpanjang STNK tepat waktu.

B. Membayar pajak dan kewajiban finansial
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Pajak Kepatuhan Material
Memastikan wajib pajak membayar secara
akurat dan jujur.
Kepatuhan Sukarela
Mengukur motivasi internal wajib pajak
dalam membayar pajak.

lainnya secara jujur dan sesuai ketentuan,
tanpa adanya manipulasi atau upaya untuk
mengurangi beban secara ilegal.

C. Kepatuhan yang lahir dari rasa tanggung
jawab pribadi, bukan karena paksaan atau
ancaman sanksi, mencerminkan kesadaran
hukum dan etika yang tinggi.

Teknik Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat
lunak SPSS versi 26.0. Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh simultan dan parsial dari
masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen
Tahapan Penelitian
Dalam melakukan penelitian, dilakukan pendeskripsian tahapan yang dilalui oleh penulis, yaitu:

Gambar 1. Diagram Tahapan Penelitian
1. Identifikasi Masalah dan Fenomena Penelitian: Mengamati apa yang menjadi dasar penelitian.
2. Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian: Merumuskan masalah yang didapatkan kedalam

pertanyaaan penelitian.
3. Studi Literatur dari penelitian sebelumnya: melakukan kajian terhadap teori yang mendukung

penelitian ini dan melihat kesenjangan penelitian dan kekurangan dari penelitian sebelumnya.
4. Hipotesis penelitian: Melakukan Penyusunan Hipotesis penelitian berdasarkan Teori dan

penelitian sebelumnya.
5. Penentuan Variabel dan Indikator Penelitian
6. Penyusunan Metode Penelitian: Menentukan Sampel dan populasi, pengumpulan data, uji

validitas dan reliabilitas dan teknik sampling yang penulis gunakan. Penulis menggunakan
Kuesioner yang berisikan pertanyaan untuk keempat variabel tersebut.

7. Pengumpulan dan Analisis Data: Melakukan pengumpulan data sesuai dengan yang
direncanakan dan menggunakan alat perangkat lunak penunjang penelitian seperti Microsoft
Excel dan SPSS.

8. Pembahasan: Membahas hasil olah penelitian yang sudah diolah dan digabungkan dengan
Teori dan Penelitian sebelumnya.

9. Kesimpulan dan Saran: Menyimpulkan dari hasil seluruh pembahasan dan memberikan saran
kepada pembaca dan peneliti selanjutnya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner daring dengan

Google Form kepada masyarakat yang berdomisili di Kemayoran. Sebanyak 100 responden
berpartisipasi dalam penelitian ini. Dari sisi usia, mayoritas responden (87%) berusia di atas 22
tahun, sementara sisanya (13%) berada dalam rentang usia 18 hingga 22 tahun. Usia minimum ini
dipilih karena merupakan syarat untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan kepemilikan
kendaraan bermotor secara legal. Karakteristik jenis kelamin responden menunjukkan proporsi
70% laki-laki dan 30% perempuan. Selain itu, latar belakang pendidikan terakhir responden juga
beragam. Sebagian besar responden merupakan lulusan D3/S1 (48%), diikuti oleh lulusan
SMA/sederajat (39%), SMP/sederajat (9%), serta masing-masing 2% untuk lulusan SD/sederajat
dan S2/S3. Variasi tingkat pendidikan ini menjadi penting dalam memahami sejauh mana
pemahaman responden terhadap pajak dan kewajiban perpajakannya.

Sebelum dilakukan analisis utama, terlebih dahulu dilakukan uji instrumen penelitian
untuk memastikan kualitas kuesioner. Uji validitas dilaksanakan dengan membandingkan nilai r
hitung terhadap r tabel dengan signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) sebesar 23. Instrumen
dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel (≥ 0,3961). Seluruh item
pertanyaan yang diolah melalui SPSS menunjukkan nilai r hitung yang memenuhi kriteria
tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan mampu mengukur
variabel secara akurat.

Tabel 4. Uji Validitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari instrumen yang
digunakan. Metode yang digunakan adalah Cronbach’s Alpha, di mana suatu variabel dikatakan
reliabel apabila nilai alpha lebih besar dari 0,6. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh
variabel memenuhi kriteria tersebut, sehingga kuesioner dianggap memiliki reliabilitas yang baik.
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Tabel 5. Hasil Uji Reabilitas

Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik sebagai syarat kelayakan regresi linear berganda. Uji
normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,96,
yang berarti distribusi data bersifat normal (nilai > 0,05). Temuan ini diperkuat dengan grafik
Normal Probability Plot yang menunjukkan pola sebaran titik mengikuti garis diagonal.

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Kologorov-Smirnov

Gambar 3. Grafik Normal Probability Plot
Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi adanya korelasi tinggi antar variabel
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independen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada
seluruh variabel berada di bawah angka 10 dan nilai toleransi di atas 0,1. Hal ini mengindikasikan
tidak adanya multikolinearitas dalam model regresi.

Gambar 4. Hasil Uji Multikolinearitas
Untuk uji heteroskedastisitas, digunakan dua pendekatan: grafik scatterplot dan uji Spearman rho.
Pola penyebaran titik pada grafik scatterplot tampak acak tanpa pola tertentu, yang menunjukkan
tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Temuan ini diperkuat oleh hasil uji Spearman rho, di
mana nilai signifikansi seluruh variabel lebih besar dari 0,05, mengindikasikan tidak adanya
masalah heteroskedastisitas.

Gambar 5. Hasil Uji Spearman Rho.
Model regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari keempat variabel
independen, yaitu penerapan tarif pajak progresif, keadilan pajak, literasi perpajakan, dan
kesadaran pajak, terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan membayar pajak sepeda motor.
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Gambar 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Hasil perhitungan menghasilkan persamaan sebagai berikut:
Y = 5,236 + 0,003X₁ + 0,110X₂ – 0,020X₃ + 0,659X₄
Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:
Penerapan tarif pajak progresif (X₁) memiliki koefisien 0,003 yang sangat kecil dan tidak
signifikan, mengindikasikan bahwa tarif pajak progresif tidak berpengaruh secara nyata terhadap
kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
Keadilan pajak (X₂) menunjukkan pengaruh positif dengan koefisien 0,110, yang berarti
peningkatan persepsi keadilan pajak akan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Ini sejalan
dengan teori keadilan pajak yang menyatakan bahwa persepsi adil terhadap sistem perpajakan
akan memengaruhi perilaku kepatuhan.
Literasi perpajakan (X₃) memiliki koefisien negatif (-0,020), yang menunjukkan bahwa literasi
perpajakan tidak berpengaruh signifikan dan bahkan menunjukkan arah hubungan yang
berlawanan. Hal ini dapat terjadi apabila informasi yang dimiliki wajib pajak tidak diiringi
dengan kesadaran moral atau insentif perpajakan yang tepat.
Kesadaran pajak (X₄) memiliki koefisien tertinggi yaitu 0,659 dan signifikan secara statistik,
menandakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang sangat dominan dalam
memengaruhi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Secara keseluruhan, hasil ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa aspek moral dan
kepercayaan terhadap sistem perpajakan memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan
aspek administratif atau teknis (seperti tarif dan literasi) terhadap kepatuhan wajib pajak (Torgler,
2007; Kirchler, 2008).
Selanjutnya adalah Uji t, yaitu uji independen terhadap variabel dependen. Dengan hasil yakni:
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Gambar 7. Hasil Uji t
Penerapan Tarif Pajak Progresif (X1): Tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
membayar PKB (thitung​ = 0.068 < ttabel​ 1.661; Sig. = 0.946 > 0.05).
Keadilan Pajak (X2): Berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan membayar PKB
(thitung​ = 2.097 > ttabel​ 1.661; Sig. = 0.039 < 0.05).
Literasi Perpajakan (X3): Tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PKB
(thitung​ = -0.407 < ttabel​ 1.661; Sig. = 0.685 > 0.05).
Kesadaran Pajak (X4): Berpengaruh sangat signifikan secara parsial terhadap kepatuhan
membayar PKB (thitung​ = 14.378 > ttabel​ 1.661; Sig. = 0.000 < 0.05).
Uji f, yaitu uji yang dilakukan untuk mengukur seluruh variabel independen secara bersama-sama
terhadap variabel dependen. Ditemukan hasil sebagai berikut:

Gambar 8. Hasil Uji F
Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai Sig. (0.000) < 0.05 dan F-hitung (122.377) > F-tabel
(2.467). Ini berarti secara simultan (bersama-sama), variabel Penerapan Tarif Pajak Progresif
(X1), Keadilan Pajak (X2), Literasi Perpajakan (X3), dan Kesadaran Pajak (X4) berpengaruh
signifikan terhadap Kepatuhan dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Dengan
demikian, model regresi penelitian ini diterima.
Uji Koefisien Determinasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kemampuan model
dalam menerangkan variasi atas variabel dependen.

Gambar 9. Uji Koefisien Determinasi.
Berdasarkan hasil olah data dari gambar Di atas, diketahui bahwa perolehan nilai adjusted R^2
adalah sebesar 0, 837 atau dalam dalam persentase adalah sebesar 83,7%. variasi dari Kepatuhan
Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu
Penerapan Tarif Pajak Progresif, Keadilan Pajak, Literasi Perpajakan dan Kesadaran Pajak.
Sementara sisanya yaitu 16,3% (100% - 83,7%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini.

KESIMPULAN
Berisi deskripsi tentang kesimpulan hasil penelitian dalam bentuk refleksi teoritis dan
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rekomendasi. Dalam bagian ini juga dimasukkan saran kepada yang diteliti atau peneliti
selanjutnya (Times New Roman, size 12, Spacing: before0 pt; after 0 pt, Line spacing: 1)
Penelitian ini menyimpulkan hal berikut terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Kemayoran:
Penerapan Tarif Pajak Progresif Tidak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan, konsisten dengan
penelitian sebelumnya (Aris & Amalia, Bhegawati et al., Widyantari et al.) karena kurangnya
pemahaman dan sosialisasi. Keadilan Pajak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan, mendukung
teori keadilan distributif dan temuan (Latumahina et al., Faramedina & Lestari) bahwa persepsi
keadilan meningkatkan kepatuhan. Literasi Perpajakan Tidak berpengaruh parsial terhadap
kepatuhan, sejalan dengan studi (Rizal et al., Mantirri et al.) karena pendekatan edukasi yang
kurang aplikatif. Kesadaran Pajak berpengaruh parsial dan paling dominan terhadap kepatuhan,
konsisten dengan penelitian (Karim et al., Dhiwanggi & Herawati, Mantirri et al., Amalia & Aris)
yang menyoroti pentingnya pemahaman manfaat dan tanggung jawab. Keempat variabel
(Penerapan Tarif Pajak Progresif, Keadilan Pajak, Literasi Perpajakan, dan Kesadaran Pajak)
secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, menunjukkan bahwa
kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait.
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan:
Optimalisasi Kebijakan Tarif Pajak Progresif Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 secara menyeluruh, terutama setelah implementasi
setidaknya satu tahun, untuk memastikan keadilan dan penerimaan masyarakat.
Memastikan Keadilan Sistem Perpajakan: Keadilan pajak sangat memengaruhi kepatuhan. Oleh
karena itu, sistem yang adil, transparansi pemerintah daerah, dan dampak pajak pada
pembangunan DKI Jakarta (misalnya perbaikan infrastruktur) harus terus dioptimalkan untuk
meningkatkan kepercayaan dan partisipasi wajib pajak.
Meningkatkan Edukasi Perpajakan: Meskipun literasi pajak tidak berpengaruh parsial, edukasi
melalui media sosial dan penyediaan akses mudah terhadap peraturan tetap penting untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat.
Mengembangkan Strategi Komunikasi Perpajakan: Karena kesadaran pajak berpengaruh,
pemerintah dan otoritas pajak perlu memperkuat komunikasi yang inklusif dan mudah dipahami
untuk mendorong kepatuhan.
Mendorong Penelitian Lanjutan: Pembaca disarankan untuk mengembangkan penelitian ini
dengan menambah variabel relevan lainnya seperti pelayanan atau transparansi, serta
menggunakan hasil ini untuk berargumen dengan pemangku kepentingan terkait.
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